BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

Mengingat :

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan
pedoman pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk
mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa bahwa pedoman pengelolaan risiko sebagai acuan
bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penilaian dan
pengendalian risiko bagi pemerintah daerah;

bahwa Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun
2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih belum
memuat ketentuan mengenai selera risiko, kode risiko
dan proses manajemen risiko, sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten  Sukamara, Kabupaten  Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6557), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo4
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020
- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 233);

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 630)
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 29 sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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kewenangan daerah Kabupaten Gunung Mas.

. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Gunung Mas.

. Asisten adalah Asisten Administrasi Umum pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Gunung Mas.
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang

selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat
Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada
Bupati.

. Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah yang

selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem
pengendalian intern yang  diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat

(UPR) adalah wunit kerja yang bertanggungjawab
melaksanakan pengelolaan risiko.

Unit Kepatuhan adalah wunit kerja yang bertugas
memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR
di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah.

Risiko adalah kemungkinan kejadian  yang
mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran
Perangkat Daerah.

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan
pengendalian yang sudah ada.

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap
risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka
mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran
dampaknya untuk menetapkan level atau status
risikonya.

Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa,
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu
dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif
terhadap pencapaian tujuan.

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya
disingkat (RTP) adalah wuraian tentang kegiatan
pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat
Daerah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa  kegiatan
tersebut  telah  dilaksanakan sesuai  dengan
ketentuan, standar, rencana atau norma
yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil
atau prestasi suatu kegiatan dengan standar,
rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
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19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebul Renstra  Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

22.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
belanja daerah.

23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA
Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

24.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) Tahun.

25.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut  Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu)
Tahun.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selannjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.

27. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur
yang selanjutnya disingkat KSOP adalah Pedoman
Perangkat Daerah dalam melakukan proses  bisnis,
tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

29. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan
terencana dan terukur untuk mengelola dan
mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam
keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 ditambah sehingga berbunyi
sebagai berikut:



Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi,
bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan
risiko di lingkungan pemerin tah daerah;

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah;

c. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-
hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari
prosedur normal.

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal
baru yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7A

Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (5) memiliki tugas:

a. memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit
pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan
perangkat daerah yang berada di bawah koordinasinya;

b. memantau penilaian risiko dan rencana tindak

pengendalian;

memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

memantau tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

pengelolaan risiko;

e. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Bupati Cq Sekretaris Daerah; dan

f. unit kepatuhan dalam menjalankan tugas dapat
dibantu oleh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat
Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

B o

Pasal 7B

Inspektur sebagai Penanggung Jawab Pengawasan
berwenang memberikan keyakinan memadai atas
penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah dan
bertanggung jawab memberikan pengawasan dan
konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Inspektur
sebagai penanggung jawab pengawasan memiliki tugas:

a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan
risiko pada Pemerintah Daerah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah;

c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap
rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko
secara keseluruhan; dan

d. Inspektur di dalam melaksanakan tugas dibantu oleh
Inspektur Pembantu atau sebutan lainnya.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat eselon II
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

b. UPR tingkat eselon Illdan eselon IV ditetapkan dengan
Keputusan kepala perangkat daerah.

Ketentuan pada BAB III Pelaporan Pasal 21 ditambah
ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas
pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun
laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik
risiko; dan

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit
kepatuhan internal.

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf ¢ sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Laporan pelaksanaa penilaian risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah
dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian
risiko strategis Pemerintah  Daerah, penilaian
risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan
penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.

(5) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh  UPR
disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada
Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.

(6) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 dapat berupa dokumen penilaian
risiko / dokumen rencana tindak pengendalian.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh wunit pemilik
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan secara triwulan, dan tahunan
disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan
kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan
internal.

(8) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 untuk tingkat
entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh
UPR Pemerintah  Daerah, sedangkan untuk
tingkat  strategis Perangkat Daerah dan tingkat
operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh
UPR Tingkat Eselon II.

(9) Laporan Dberkala pemantauan risiko oleh  Unit
Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan, dan
tahunan disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Sekretaris Daerah.

(10) Laporan pengelolaan risiko juga dapat disampaikan
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secara accidental atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

6. Ketentuan dalam Lampiran II.B. Penetapan Kriteria

Penilaian Risiko, I[II PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS, A. Struktur Pengelolaan
Risiko, B. Proses Pengelolaan Risiko dan IV. PELAPORAN
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal
BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR ...
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

A.PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas
risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat
risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan
lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 4 komponen, yaitu Skala
Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko,
Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko) dan Penetapan Selera Risiko.
a. Skala Dampak Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak
risiko. Skala dampak risiko dalam skala 5 sebagai berikut:

Kategori Dampak | Skor Uraian

Sangat  signifikan 5 Pengaruh terhadap pencapaian

/Sangat Besar tujuan sangat signifikan

Signifikan/ Besar 4 Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan tinggi/signifikan

Sedang/Moderat 3 Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan sedang

Kurang 2 Pengaruh terhadap pencapaian

Signifikan /Kecil tujuan rendah/kurang
signifikan

Tidak  Signifikan/ 1 Pengaruh terhadap pencapaian

Sangat Kecil tujuan tidak signifikan

Atau menggunakan skala dampak risiko operasional dalam skala 5
sebagai berikut:

Kategori Dampak (Skor)
Area Tidak Kecil (2) Moderat Signifikan Sangat
Dampak Signifika (3) (4) Signifikan
n (1) (5)
Kerugian | Kerugian Kerugian Kerugian Kerugian Kerugian
keuangan | Tidak Kecil, Cukup Besar; Sangat
Material, Kurang Besar ; >1% - 5% Besar;
<0,01% Material, >0,1% - dari total >5% dari
dari total >0,01% - 1% dari anggaran total
anggaran 0,1% dari | total non belanja anggaran
non total anggaran | pegawai pada | non belanja
belanja anggaran | non unit pemilik pegawai
pegawai non belanja risiko pada unit
pada unit | belanja pegawai pemilik
pemilik pegawai pada unit risiko
risiko pada unit | pemilik
pemilik risiko
risiko




Kinerja 100% > 97% > 92% > 87% > 80% >
Capaian Capaian Capaian Capaian IKU | Capaian
IKU = IKU = IKU 2 > 80%; IKU = 70%;
97%:; 92%:; 87%; Kegiatan Kegiatan
Hambatan | Kegiatan Kegiatan sangat terhenti,
kegiatan terhambat | terhambat | terhambat, tujuan
tertangani | , Kurang , Kurang tidak efektif tidak
, tujuan Efisien efektif tercapai
tercapai
Gangguan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan Pelayanan
Layanan tertunda < | tertunda tertunda tertunda tertunda
1 hari diatas 1 diatas 5 diatas 15 lebih 30
hari s.d. 5 | hari s.d. hari s.d. 30 hari
hari 15 hari hari
Reputasi | Ada Negatif, Negatif, Negatif, Negatif,
pemberita | terdapat tersebar di | tersebar di tersebar
an negatif, | pemberita | beberapa | beberapa luas di
namun an media media banyak
tidak lokal nasional / media
material lokal
Hukum Tidak Pelanggar | Pelanggar | Pelanggaran | Pelanggaran
material an biasa, an biasa, serius, serius,
sanksi sanksi sanksi terkena
teguran tertulis tertulis sanksi
Kesehata | Tidak Gangguan | Gangguan | Gangguan Kejadian
n dan berbahaya | Kesehatan | Kesehatan | Kesehatan fatal /
Keselama Fisik Fisik dana | Fisik dan kematian
tan Kerja Ringan tau atau mental
(mampu mental berat (tidak
bekerja sedang mampu
pada hari | (tidak melaksanaka
yang mampu n tugas >3
sama) melaksan | minggu atau
akan mengakibatk
tugas >1 an cacat
hari s.d. 3 | tetap atau
minggu gangguan
jiwa
permanen
1. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya
risiko. Skala probabilitas atau kemungkinan keterjadian risiko

dalam skala 5 sebagai berikut:

Tingkat Kriteria Kemungkinan

Kemungkinan Kejadian Jumlah Kejadian

Terjadinya Skor Tunggal Frekuensi Toleransi
Risiko dalam 1 tahun Rendah

Sangat S Sangat sering, | Sangat sering: | 1 Kejadian

sering/ hampir pasti | >12 kali dalam 1 tahun

hampir pasti terjadi terakhir

terjadi (probabilitas
>80%)

Sering terjadi | 4 Sering terjadi, | Sering: 10 kali |1 kejadian
hampir pasti | s.d. 12 kali dalam 2 tahun
terjadi terakhir
(probabilitas
>60 s.d. 80%)

Moderat/ 3 Kemungkinan Cukup sering: 6 | 1 kejadian

kadang terjadi, kali s.d. 9 kali dalam 3 tahun

terjadi (probabilitas terakhir
>40% s.d. 60%
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Jarang terjadi | 2 Kemungkinan Jarang: 2 kali |1 Kejadian
terjadi, s.d. 5 kali daam 4 tahun
meskipun kecil
(probabilitas
>20% s.d. 40%

Sangat jarang | 1 Sangat jarang | Sangat jarang: |1 kejadian

/hampir terjadi, <2 kali dalam 5 tahun

tidak terjadi (probabilitas
<20%

Keterangan:
a) Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/

frekuensi), diserahkan kepada Pengelola Risiko berdasarkan
pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang
akan datang di unit kerja.

b) Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan
persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total
aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1
tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko
toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat
rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya
korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran
gedung, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria
kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau besaran level risiko merupakan hasil
perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko atau
hasil kombinasi (perpotongan /koordinat) antara level
kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko.
Skala nilai risiko diperlukan untuk menetapkan atau menyusun
peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan
mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk)
maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable
risk).

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan
acceptable/ unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks
analisis risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko
serta kriteria penerimaan level risiko/ risk appetite yang telah
ditentukan.

MATRIKS ANALISIS RISIKD

Matriks . Level Dampak
Analisis 1 | 2 | 4 __ &
Risiko 5x5 | g8 | Minor | Moderat | Signifikan | SO7EA!
._|“ i Hampir |
5| pasi 15 | 18

terjadi

12

16

Level Kemungkinan
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Level risiko

Level Risiko Besaran Risiko Warna
Sangat Tinggi 20 - 25 Merah
Tinggi 16 - 19 Orange
Moderat 10-15 Kuning
Rendah 5-9 Hijau
Sangat Rendah 1-4 Biru

Penetapan Selera Risiko
a) Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang
berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu
dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh
masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko yang ditetapkan
oleh Pemilik Risiko level Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV
tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Pemerintah
Daerah (Bupati).
b) Penetapan Selera Risiko untuk seluruh Kategori Risiko berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat
diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
2) Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus
ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya. Atau dapat

dirincikan seperti pada tabel berikut:

Skala Nilai Kriteria untuk penerimaan risiko Warna
Risiko
20 -25 Tidak dapat diterima, diperlukan | Merah
(Sangat Tinggi) pengendalian yang sangat baik
16 - 19 Tidak dapat diterima, diperlukan | Orange
(Tinggi) pengendalian yang baik
10-15 Harus menjadi perhatian | Kuning
(Moderat) manajemen dan diperlukan
pengendalian yang baik
5-9 Dapat diterima Hijau
(Rendah)
1-4 Dapat diterima Biru
(Sangat
Rendah)

3) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat

digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

PETA RISIKO
Level Dampak
Matriks e
1 1 4 i
e Tidak : - [ Sﬂng:'i
FE Ti s ) e bR
Risika 5x 5 Signifikan Minor | Moderat | Signifikan Signifikan
I
| & Fhumpt 15 18 ‘"
| pastl terjadi &
L - E
G|,  sering 12 16 19 £
£ 4 teradi =
i =11}
& - g
S|y  Kodang 4 10 14 17 =
B |¥| terjadi E
0| o |
-~ : A
T Jarang 5 |
E 2 terpadi A 3 i g
ra <
Hampir 1 3
| 4 | tidak terjadi
LE- [ E!

Area penerimaan Risiko |
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B.WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN

RISIKO

Keterkaitan antara pengelolaan risiko dengan manajemen pemerintahan
daerah antara lain tercermin dari waktu penyusunan dan pemanfaatan
dokumen pengelolaan risiko.

Penilaian Risiko Strategis OPD dilaksanakan pada saat diselesaikannya
Rencana Strategis OPD. Selanjutnya dokumen hasil penilaian risiko
dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan
proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD).
Penilaian risiko operasional OPD dilaksanakan bersamaan dengan
proses penyusunan dokumen RKA OPD yang dimulai dengan terbitnya
surat edaran dari Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA
OPD. Oleh karena itu, Draft dokumen Penilaian Risiko dapat dijadikan
sebagai salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan
kepada tim anggaran pemerintah daerah. Kepala OPD diharapkan telah
mempunyai draft penilaian risiko strategis dan operasional OPD pada
saat penyusunan RKA OPD. Pada saat ditetapkannya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA OPD) maka dokumen penilaian risiko
dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sudah harus final.

Inspektorat dapat melakukan reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko
OPD sebelum dilakukan Reviu atas RKA. Hasil Reviu dari Inspektorat
dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Risiko
yang disusun oleh Perangkat Daerah. Draft dokumen Penilaian Risiko
juga dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.
Kegiatan pengendalian yang akan dibangun sebagaimana tercantum
dalam dokumen RTP diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun
anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan
kegiatan yang dilakukan OPD, walaupun tidak menutup kemungkinan
ada sebagian RTP yang sudah harus dibangun sebelum tahun anggaran
berjalan. Dokumen Penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh
Kepala OPD diserahkan kepada Bupati dengan tembusan antara lain
kepada Inspektorat. Dokumen penilaian risiko tahun berjalan menjadi
bahan masukan dalam penyusunan dokumen penilaian risiko tahun
yang akan datang. Secara menyeluruh pemetaan terkait waktu,
tahapan, dan pihak terkait dalam pen gelolaan risiko dan manajemen
pemerintahan daerah, disajikan sebagai berikut:

No Waktu Tahapan Tahapan Pelaksana Output
Manajemen Pengelolaan tahapan
Pemerintah Risiko pengelolaan
Daerah risiko

1. Proses Proses - Arahan dan Komite Dokumen
penyusunan Penyusunan kebijakan pengelolaan Arahan dan
RPJMD (satu RPJMD penilaian Risiko  Sekda kebijakan
tahun risiko 5 selaku penilaian
sebelum tahunan Koordinator risiko 5
RPJMD 5 - Penyusunan UPR, Tahunan
tahunan risiko Pemerintah Daftar
berjalan s.d. strategis Daerah (Kepala Risiko dan
RPJMD pemerintah Daerah dan RTP
ditetapkan) daerah Kepala Strategis

Perangkat Pemerintah
Daerah Daerah

2. Proses Proses Penyusunan Komite Daftar
Penyusunan Penyusunan Risiko Strategis pengelolaan Risiko dan
Renstra Renstra (Entitas) risiko sekda RTP
Perangkat Perangkat Perangkat selaku Strategis
Daerah (satu Daerah Daerah koordinator (entitas)
tahun UPR  Tingkat Perangkat
sebelum Es.1/Es. 2 Daerah
RPJMD 5 (Kepala
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tahunan Perangkat
berjalan s.d. Daerah dan
RPJMD Kabga/Kabid
ditetapkan Perangkat
Daerah)
Januari — Mei Penyusunan Arahan dan Komite Dokumen
Tahun 202X- RKPD dan kebijakan Pengelolaan arahan
1 Renja penilaian risiko Risiko kebijakan
Perangkat tahunan penilaian
Daerah risiko
tahunan
Agustus — | Penyusunan Penyusunan Kepala Daftar risiko
September RKA Risiko Perangkat dan RTP
202X-1 Perangkat Operasional Daerah, Unit Operasional
Daerah Pemilik Risiko Perangkat
(Penetapan tingkat eselon Daerah
rencana 3 dan 4
sasaran dan perangkat
pagu daerah
anggaran
per
kegiatan)
Oktober Penyusunan Pengomunikasi Kepala Perbaikan
Tahun 202X- RAPBD, an risiko dan perangkat RTP KSOP,
1 Perda APBD RTP, daerah, Komite Notulen
penyusunan Pengelolaan pengomunik
atau revisi Risiko, UPR asian,
KSOP, Tingkat Finalisasi
Pengomunikasi Pemerintah Daftar
an perubahan Daerah, Risiko dan
KSOP Tingkat Eselon RTP
2, 3 dan 4,
Sekda selaku
coordinator
November - | Penyusunan
Desember Rancangan
Tahun 202X- DPA
1 Perangkat
Daerah dan
penetapan
DPA
Perangkat
Daerah
Januari s.d. Pelaksanaan Penyusunan Komite KSOP
Desember APBD atau Pengelolaan
Tahun 202X penyempurnaa Risiko
n KSOP | UPR Tingkat
(Tindak lanjut Pemerintah
RTP) Daetah Tingkat
Eselon 2, 3,
dan 4
Pelaksanaan Komite Bukti
KSOP Pengelolaan pelaksanaan
Risiko KSOP
Kepala
Perangkat
Daerah
Pelaksana
Program dan
Kegiatan
Berkala Pelaporan dan UPR  Tingkat Form
(Triwulanan) monitoring Pemerintah Monitoring
risiko dan Daerah, Risiko Form
KSOP Tingkat Eselon Monitoring
1 dan 2, | TL RTP
Tingkat Eselon
3 dan 4, Unit
Kepatuhan,Sek
da selaku
koordinator
Pemantauan Unit Notulen
kinerja, risiko, Kepatuhan rapat,
dan efektifitas Pengelolaan Laporan
KSOP yang Risiko pemantauan

dibangun
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(triwulanan,
tahunan, 5
tahunan)
9. Juni-Juli Penyusunan Reviu dan UPR Daftar
Tahun 202X KUA PPAS pemutakhiran Pemerintah Risiko dan
(Penetapan risiko strategis Daerah (Kepala RTP
sasaran pemerintah Daerah dan Strategis
makro dan daerah Kepala Pemerintah
pagu Catatan: Risiko Perangkat), Daerah yang
anggaran Strategis Daerah Sekda dimutakhirk
Pemerintah Pemerintah selaku an
Daerah) Daerah  akan Koordinator)
direviu dan
dimutakhirkan
setiap tahun
10. Agustus — | Penyusunan Reviu dan Kepala Daerah, Daftar
September RKA pemutakhiran Sekda selaku Risiko dan
202X Perangkat Risiko Strategis Koordinator, RTP
Daerah (Entitas) Unit Pemilik Strategis
(Penetapan Perangkat Risiko Tingkat (entitas)
rencana Daerah Es. 2 (Kepala Perangkat
sasaran dan Catatan: Risiko Perangkat Daerah
pagu Strategis Daerah dan
anggaran (entitas) Kabag/Kabid
per kegiatan Perangkat Perangkat
Daerah  akan Daerah)
direviu dan
dimutakhirkan
setiap tahun
11. Januari - Pelaporan Pelaporan Kepala Daerah, Laporan
Februari Keuangan Pengelolaan Kepala Pengelolaan
Tahun Risiko Tahun Perangkat Risiko
202X+1 202X Daerah, UPR | Tahun 202X
Tingkat
Pemerintah
Daerah,
Tingkat Eselon
2, Tingkat
Eselon 3 dan
4, Unit
Kepatuhan,
Sekda selaku
Koordinator
12. Februari — | Reviu APIP Evaluasi Inspektorat Laporan
Maret Tahun pengelolaan (APIP Daerah) evaluasi
202+1 risiko oleh APIP pengelolaan
risiko
Penilaian Kepala Daerah Laporan
Maturitas Kepala OPD Penilaian
Inspektorat Maturitas
(APIP) Daerah SPIP
Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan

Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan
dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau
PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat (APIP Daerah).
Hal tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (S) dan (6)
huruf b, yang menyatakan bahwa:
Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

C.PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

1.

Struktur Pengelolaan Risiko
Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
adalah sebagai berikut:
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STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

UNIT PEMILIK §zhas pads Selr, Bas Sekr, Bidarg [uepmauli‘m H Sk, Bidang ] I Camat l ls-ekr,irban l
REKO Sekds

TK. Esedon 3 |

dan4 5 5
| 2] =]

Bupati / Walikota
KOMOEoERCE Ol - . N UNIT PEMILIK RSO
RBKO TK.PEMDA
* KDORDINATOR PENYELENGGARAAN
PENGELOLARISIKO
Unit Kepatuhan * UNIT PEMIL RISIKO TK. Eselon2
Asisten Sekda/ Unit Sekretans Daerah
yang Ditunjuk
*  PENANGGUNGIAWABPENGAWASAN
. T SEL
UNTT | ! | UINIT PEMILIK RESIKO TK. ESELON 2
PEMILK
REKOD Sekwan ‘ _KeD?DLaPD Kepala Badan insgestur Dasrah
TK. Eselon 2 Sl Daerah

Sekda

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;

2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan risiko pemerintah daerah;

3. Kepala daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat
Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon 2 di Kabupaten Gunung Mas
sebagai UPR Tingkat Eselon 2 di Kabupaten Gunung Mas, dan
Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan
Eselon 4;

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;

5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

6. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan.

Tanggung jawab/wewenang struktur pengelola risiko diuraikan
sebagai berikut:

1. Penanggung jawab
Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah
kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga
bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko
pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan
Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung
pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan
berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan

antara lain:

2.1 menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko;

2.2 membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen
pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan
rapat, dan notulen;

2.3 memfasilitasi proses penilaian risiko;

2.4 kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
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3. Unit Pemilik Risiko
Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung
jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun
tanggungjawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment)
atas risiko tingkat strategis dan/ atau tingkat operasional,
serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja
masing-masing.

melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-hari.

menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian
kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam
unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini
(early warning indicator) dan sebagai database untuk
memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.

memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko.

melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengendalian.

Unit Pemilik Risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu
sebagai berikut:

3.1

3.2

3.3

Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah,

terdiri dari:

Ketua :  Bupati, selaku pemilik risiko tingkat
pemerintah daerah

Koordinator

merangkap

anggota : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah (Bapperida) atau OPD
lain sejenis yang menangani perencanaan

Anggota :  seluruh kepala OPD (sekretaris daerah,
sekretaris DPRD, inspektur, kepala
dinas, kepala badan, kepala UPTD
pemerintah daerah dan direktur RSUD,
dan sebagainya).

Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri

dari:

Ketua :  Sekretaris Daerah, Kepala OPD selaku
pemilik risiko tingkat OPD.

Koordinator

merangkap

anggota :  Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang
yang menangani perencanaan pada OPD.

Anggota :  seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban

pada OPD yang bersangkutan.

Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4
terdiri dari:

Ketua :  Kepala Bagian/Bidang selaku pemilik
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risiko tingkat Kegiatan.

Koordinator

merangkap

anggota :  Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi /
Pegawai/ Staf yang ditunjuk menangani
perencanaan kegiatan pada OPD.

Anggota :  seluruh Kepala Sub Bagian/Sub
Bidang/Sub Koordinator/ Seksi pada
Bagian/Bidang yang bersangkutan.

4. Komite Pengelolaan Risiko
Komite pengelolaan risiko terdiri atas:
4.1 Bupati sebagai Ketua
4.2 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) atau OPD lain sejenis yang menangani
perencanaan
4.3 Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat
membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah
daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko,
dengan tugas sebagai berikut:

4.1 merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal
terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur
normal;

4.2 melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah;

4.3 membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

S Unit Kepatuhan
Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit
kepatuhan pada OPD.
Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap
OPD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan
Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah.
Pembagian OPD dilakukan sebagai berikut:
5.1 Asisten Pemerintahan dan  Kesejahteraan  Rakyat,

melakukan pemantauan atas OPD berikut:

Sekretariat DPRD;

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

@m0 a0 o
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k. Kecamatan se Kabupaten Gunung Mas.

h. Satuan Polisi Pamong Praja;
i.
J-

5.2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan
pemantauan atas OPD berikut:
a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik;
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
Dinas Pekerjaan Umum;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Dinas Pertanian;
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah;
j.- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan.

FE 0 a0

5.3 Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas
OPD berikut:

Inspektorat;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Keuangan dan Aset;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

oo

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan,

melakukan kegiatan antara lain.

5.1 memantau  penilaian risiko dan rencana tindak
pengendalian;

5.2 memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

5.3 memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan
risiko;

5.4 membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat

membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan,

bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi

terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan
tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan
antara lain:

6.1 memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan
risiko pada pemerintah daerah;

6.2 memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;

6.3 melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang
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bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara
keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain
oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan
struktur pengelolaan risiko.

2. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
dengan tahapan sebagai berikut:

Informasi dan Komunikasi

|

Kerangka Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
[ i
Identifikasi Kelemahan ISR IEITHAER
Lingkungan Pengendalian Intern
' Penilaian Risiko {P}

! '_ Penetapan Konteks/ Tujuan s .

"_ Identifikasi Risiko T i

W

._ Analisis Risiko . .

-h Kegiatan Pengendalian - .

Pemantauadn

diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci
sebagai berikut:

1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

(2)

(b)

(1)

(2)

Persiapan Data

Data yang digunakan dalam rangka persiapan untuk

menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan

pemerintahan daerah dapat berupa:

2.1 Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang
bersangkutan misalnya audit operasional, audit
kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib /
pilihan terkait;

2.2 Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan
wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah;

2.3 Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian
urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah;

2.4 Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan
pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya
media massa, internet, hasil penelitian, dan
sumber-sumber lain yang relevan.

Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan

pengendalian dan kertas kerja tabulasi kuesioner

(contoh format disajikan pada Form 1a)

Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian
melalui reviu dokumen
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah
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Kabupaten Gunung Mas dimaksudkan untuk mendapatkan
gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan
pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan
menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah
persiapan penilaian. Data yang digunakan untuk menilai
kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas secara umum yaitu:

(1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten

Gunung Mas dan LHP BPK; dan

(2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi
kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah
daerah, sebagaimana contoh yang disajikan pada Form 1 b .

() Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control
Environtment Evaluation (CEE)
Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data
persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi
Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah
daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control
Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri
atas pengendalian/ Control Self Assessment (CSA) yang
diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.
Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu
diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan
klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang
memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.
Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern
pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan
oleh peserta FGD Pemkot XYZ yaitu memadai atau kurang
memadai sebagaimana disajikan pada Form la.

(d) Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian
pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja
sebagaimana disajikan pada Form le.

2) Penilaian Risiko
(a) Penetapan konteks/tujuan

(1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan
urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian
risiko.
Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah
menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan
ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis
pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan
tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan
dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami
tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko
pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan

dianalisis.
Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah
untuk memperoleh informasi

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator
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kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang
diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja
pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD,
dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan
disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD.
Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap
tingkat dijelaskan sebagai berikut:
1.1 Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah
Daerah
Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah
daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh
tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD.
Namun demikian, dalam penetapan konteks
strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah
dapat memilih beberapa tujuan dengan
mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan
visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan
profesional lainnya. Format penetapan
konteks/tujuan  strategis pemerintah  daerah
disajikan dalam lampiran Form 2a
1.2 Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) OPD
Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) OPD
dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai urusan
yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam
Lampiran 1 Form 2b.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis
(entitas) OPD untuk setiap urusan adalah sebagai
berikut:

1.2.1 mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD,
serta data terkait lainnya;

1.2.2 identifikasi tujuan, sasaran, program, dan
Indikator Kinerja Utama OPD terkait dengan
urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang
mendukung pencapaian tujuan strategis yang
telah ditetapkan pada penetapan konteks
strategis Pemda;

1.2.3 menetapkan sasaran, program, dan IKU
Strategis (entitas) OPD yang akan dilakukan
penilaian risiko . Sa.saran yang akan
dilakukan penilaian risiko b isa seluruh atau
sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan

1.2.4 menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

1.3 Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD
Penetapan  tujuan/konteks operasional @ OPD
dilakukan oleh masing-masing OPD terkait sesuai
urusan yang diampunya , sebagaimana disajikan
dalam Lampiran 1 Form 2c. Penetapan tujuan/
konteks operasional OPD dalam rangka mendukung
tujuan strategis OPD.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional

OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

1.3.1 mendapatkan dan mempelajari Renja dan
RKA OPD, serta data terkait lainnya;
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1.3.2 identifikasi kegiatan utama dan indikator
keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD
yang sudah dipilih sebelumnya;

1.3.3 menetapkan kegiatan utama dan indikator
keluaran yang akan dilakukan penilaian
risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan
penilaian risiko pada dasarnya dilakukan
untuk seluruh kegiatan wutama. Namun
demikian, OPD bisa memilih sebagian
program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi
dan misi kepala daerah atau pertimbangan
profesional lainnya ; dan

1.3.4 menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.

(2) persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;

2.1 menetapkan kriteria dan skala dampak dan

kemungkinan risiko;
Penetapan skala dampak dan kemungkinan
mengacu pada penetapan kriteria penilaian risko
dalam lampiran pedoman pengelolaan risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2.2 menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Tingkat risiko dapat ditentukan  melalui
perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis
risiko yang mengacu pada matriks analisis risiko
dalam lampiran pedoman pengelolaan risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Identifikasi risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam
pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan
prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian
yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat
diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pemah terjadi
atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap
identifikasi  risiko, selain pemyataan risiko, juga
disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik
risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko
apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat
dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak
risiko, serta penerima dampak risiko.

Kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini
menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian
risiko, jenis urusan, entitas/OPD yang menilai, dan nomor
urut risiko di entitas/OPD. Contoh Kode Risiko adalah
sebagai berikut:

RSO |. |25 [. [oo |. J10 |. |01 |
Penjelasan:
RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD
25 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2025
00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis

OPD dan Operasional OPD) atau tujuan strategis
(untuk risiko strategis pemda)

10 = Kode pemda yang menilai (untuk risiko strategis
pemda) atau kode OPD yang menilai (untuk risiko
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strategis OPD dan Operasional OPD)
01 = Nomor urut risiko
Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam
Lampiran 2 Contoh Kode Risiko.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

(1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan
pemerintahan/ program/kegiatan/urusan; dan

(2) identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada
permasalahan yang pemah terjadi dalam setiap
tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang
mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.
Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang
digunakan dalam pedoman ini menggunakan
CSA/FGD.

Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis
pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala OPD,
peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas)
OPD adalah Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD, dan peserta
CSA/ FGD tingkat operasional OPD adalah Kepala OPD
Kabag/ Kabid OPD s e rta Kasubbag/Kasi. Se lain itu, dalam
CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang
bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

Pelaksanaan CSA identifikasi risiko dapat dilakukan dengan

langkah sebagai berikut:

(1) masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan/ sasaran
terpilih;

(2) risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan
ditampilkan pada layar LCD;

(3) seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama
peserta;

(4) menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil
diskusi;

(5) mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko
(pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat
penyebab risiko apakah dapat dikendalikan
controllable) atau tidak dapat dikendalikan
(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta
penerima dampak risiko).

Hasil identifikasi risiko terdiri dari:
(1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Identifikasi  risiko  strategis pemerintah daerah
dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan
kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan
strategis pemerintah daerah. Contoh formulir Kertas
Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
disajikan pada Form 3a.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan
risiko strategis pemerintah daerah:
1.1 Risiko strategis pemerintah daerah dapat
merupakan risiko yang disebabkan kelemahan
pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala
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daerah/tingkat pemda (misal:
peraturan/monitoring dan lain-lain);

1.2 Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan
tanggung jawab kepala daerah, a tau hanya bisa
dilakukan oleh kepala daerah;

1.3 Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di
tingkat pemerintah daerah untuk
memastikan/membantu pencapaian tujuan
strategis OPD terkait, misal dalam bentuk
peraturan/keputusan/SE kepala daerah atau
pemantauan oleh kepala daerah d) Risiko strategis
pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di
luar pencapaian tujuan strategis OPD yang dapat
mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda;

1.4 Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan
strategis yang dipilih untuk menjaring
permasalahan pencapan tujuan
strategis/operasional OPD yang memerlukan
penanganan/ tindakan oleh kepala daerah;

1.5 Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
risiko yang menurut kepala daerah merupakan
risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah
pengendalian oleh kepala daerah; dan

1.6 Risiko strategis pemda disetujui/ divalidasi kepala
daerah

Risiko Strategis (Entitas) OPD

Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan
untuk  mengidentifikasi  kejadian yang  dapat
mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD
yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih
pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah
daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko
Strategis OPD disajikan dalam Lampiran 1 Form 3b

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

risiko strategis OPD:

2.1 Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang
disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi
tanggung jawab kepala OPD (kebijakan kepala
OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dan
sebagainya) - Pengendalian yang nantinya
dirancang merupakan tanggung jawab yang
dilakukan oleh kepala OPD;

2.2 Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi
yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD
(Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring
kepala OPD dll) untuk memastikan/membantu
pencapaian tujuan strategis OPD terkait;

2.3 Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
faktorfaktor di luar pencapaian tujuan operasional
OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan
strategis OPD.

2.4 Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait
dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk
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menjaring  permasalahan  pencapan  tujuan
strategis/ operasional OPD yang memerlukan
penanganan/tindakan oleh kepala OPD;

2.5 Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang
menurut kepala OPD merupakan risiko yang
penting, sehingga diperlukan langkah
pengendalian oleh kepala OPD; dan

2.6 Risiko strategis OPD disetujui/ divalidasi Kepala
OPD.

Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD. Contoh
formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional
OPD disajikan pada Form 3c.

() Analisis risiko

(1)

melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

Setelah Risiko teridentifikasi dan disepakati, langkah
berikutnya adalah melakukan analisis risiko.
Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, langkah
selanjutnya memberikan skor terhadap dampak dan
kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati.
Setelah itu memberikan skala nilai risiko dengan
mengalikan dampak dan kemungkinan, atau
mengkombinasikan (perpotongan/koordinat) antara
level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks
analisis risiko berdasarkan matriks analisis risiko
yang mengacu pada Pedoman Pegelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Kertas kerja
hasil analisis risiko disajikan pada Form 4. Dari hasil
analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut
diperoleh "Matriks Analisis Risiko".

Contoh matrik hasil analisis risiko sebagai berikut:

| Dampak/Konsekuensi
MATRIKS Tidak .
|  ANALISIS RISIKO | signifian | Koo | Sedang Besar  lsangat signifikan
' Hampir pasti P
g Kemungkinan
P! F i
4 & besar l‘
E_ &= 18.01.01.01
g 16.01.01 03
B Mungkin 3 20 150000 05
- a S50 19020208
= rki AOG1RD1 0508 W00 [RS0.1801 B0
a E K(nll};:}:—_il;ln&n 2 1 mo.:oe:nsuq
Sangat |i:1:;1-j_':_--'1 12010508

L Keterangan:

(2)

Sedang
e | e [

memvalidasi risiko (evaluasi risiko);

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah
daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala
Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan
operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala
OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana




(3)

(4)

26

yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam
pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan
"tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. Kegiatan
memvalidasi risiko disebut juga dengan evaluasi
risiko. Berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 4
Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan
BPKP, tahapan setelah analisis risiko yaitu Evaluasi
Risiko. Pada pasal 19 disebutkan bahwa Evaluasi
risiko merupakan proses untuk menentukan daftar
prioritas risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan
membandingkan antara peta risiko dengan selera
risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko. Daftar
risiko prioritas selengkapnya disajikan pada Form 5.

mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang

dibutuhkan;

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup

penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki

instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko

yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada

tersebut  selanjutnya  dinilai = efektifitasnya

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

3.1 Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah
dilakukan, namun belum mampu menangani
risiko yang teridentifikasi;

3.2 Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

3.3 Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku
yangjelas;

3.4 Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai
dengan peraturan diatasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada
selengkapnya disajikan dalam Form 6 (kolom a-f).

menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat

untuk membangun pengendalian yang diperlukan

guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian

intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah

teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP

sebagai berikut:

4.1 merumuskan tindakan untuk mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian;
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian
yang telah teridentifikasi pada Form le, dibuat RTP
lingkungan pengendalian.

4.2 merumuskan kegiatan pengendalian yang
dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi
risiko. Dalam menentukan pengendalian yang
akan dibangun perlu memperhatikan respon
risiko. Respon risiko membantu instansi
pemerintah dalam memfokuskan kegiatan
pengendalian yang diperlukan untuk memastikan
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bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan

tepat.
yaitu:
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan,

Menghindari Risiko (Avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara
tidak memulai atau tidak melanjutkan
kegiatan yang dapat meningkatkan risiko.
Penghindaran risiko dapat menjadi tidak
tepatjika individu atau instansi bersifat
menolak risiko. Penghindaran risiko secara
tidak tepat justru dapat meningkatkan

signifikansi risiko lainnya atau
mengakibatkan hilangnya peluang
memeroleh manfaat.

Mengubah/Mengurangi Kemungkinan

Munculnya Risiko (Abate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah
kemungkinan munculnya risiko agar
kemungkinan terjadinya hasil yang negatif
dapat berkurang. Istilah lain yang Juga
digunakan adalah pencegahan (prevention).
Mengubah/Mengurangi
Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate)
Respon ini dilakukan dengan cara
mengubah/ mengurangi konsekuensi/
dampak risiko agar kerugian menjadi
berkurang. Istilah lain yang juga digunakan
adalah penanggulangan. Abate dan mitigate
terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu
mengurangi risiko (reduce).

Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer
Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam
menanggung atau berbagi sebagian risiko.
Contoh mekanismenya antara lain meliputi
kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur
organisasi seperti kemitraan dan joint
ventures untuk menyebarkan tanggungjawab
dan kewajiban. Terkait dengan pembagian
risiko dengan instansi lain, umumnya akan
terdapat biaya finansial atau manfaat yang
timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko
dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian,
maka instansi yang mentransfer risiko
mendapat risiko baru, yaitu instansi lain
yang memeroleh transfer risiko tersebut
tidak dapat mengelola risiko itu secara
efektif.

Menerima atau Mempertahankan Risiko
(Accept/ Retain) Setelah risiko diubah atau
dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang
dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat
terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan
respon yang lebih baik, selain menerima
risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko
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strategis pemerintah daerah, strategis
(entitas) OPD, dan operasional. Rencana
Tindak Pengendalian tersebut meliputi
Pengendalian yang dibangun untuk
Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan
Target Waktu Penyelesaian. Kertas Kerja
Penyusunan RTP disajikan pada Form 7

4.2 menyelaraskan rencana tindak pengendalian,;
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari
dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana
tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan
rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.
Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya
kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau
berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab
itu, pada tahap ini perlu memperhatikan
kemungkinan terse but dan menyelaraskan kedua
rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut
sehingga dapat menghindari duplikasi rencana
tindak perbaikan pengendalian.

4.3 menyusun rancangan informasi dan komunikasi
atas RTP;
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan
rancangan informasi dan komunikasi yang
dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam
pengendalian  mengetahui  keberadaan  dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.
Kertas Kerja penyusunan rancangan informasi dan
komunikasi atas RTP disajikan pada Form 8.

4.4 menyusun rancangan monitoring dan evaluasi
risiko dan RTP.
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat
mekanisme pemantauan yang akan dijalankan
untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau
keterjadiannya dan pengendalian yang telah
dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.
Kertas Kerja penyusunan rancangan monitoring
dan evalusi risiko dan RTP disajikan pada Form 9.

3) Kegiatan Pengendalian

()

Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak
lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi

risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa

kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah
yang perlu dilakukan dalam rangka membangun
infrastruktur pengendalian meliputi;

(1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan
perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan
prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan
infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

(2) unit kerja yang bertanggungjawab atas area-area yang
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sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki,
dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur
pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam
dokumen perencanaan apabila diperlukan

(3) membuat atau menyempumakan infrastruktur
pengendalian;

(4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;

(5) menyempumakan rancangan infrastruktur pengendalian
berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan

(6) menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

(b) Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah
dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan
kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional
sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai,
masyarakat, dan pihak terkait lainnya

Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah

pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang

akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan
pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu
mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-
pihak terkait misalnya Kepala OPD, Biro/Bagian Hukum,
pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa
informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh
semua pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan,
masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana
pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

(a) surat edaran dari pimpinan daerah kepada unit kerja atas
pemberlakuan kebijakan;

(b) kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah
(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak
yang ber kepen tingan; dan

(c) sosialisasi/workshop/ diseminasi yang dibuktikan misalnya
dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar
hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan

rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap

penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (Form 8).

Koordinasi = pengomunikasian dan  pencatatan  realisasi

pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah

Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis

pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon

2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) OPD,

dan risiko operasional OPD. Kertas Kerja pencatatan realisasi

pengomunikasian disajikan juga disajikan pada Form 8.

Pemantauan

(a) Pemantauan atas implementasi pengendalian
Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang
mulai dari kepala daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon 1 atau
Eselon 2), Kepala Bagian /Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3),
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Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai
dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan
pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh
Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris
Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuru
Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan
menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah
dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan
untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah
dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.
Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Form 9
Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern
yang telah diisi realisasinya (kolom f-g).

(b) Pemantauan kejadian risiko.

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang
telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat
catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan
dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan
untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas
pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan
kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan
Form 10.

D. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,

pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan

pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan

Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

(1) Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko
Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD,
dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil
Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan
penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan
kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat
Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft
dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah
perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait,
sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
(entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan
dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait. Contoh bentuk laporan
disajikan dalam Lampiran 3.

(2) Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah,
sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional
OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.
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Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR

Laporan Tingkat

Pemerintah Daerah |
| A
——— s e i |

-'| Laporan Tingkat OPD

T

------ Laporan Tingkat Unit Kerja

KegiaLall I Clat}Ul all ullanunaill ocuascu velLinultL.
2.1 Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

2.1.1 Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai
dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja
Triwulanan;

2.1.2 Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai
dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja
Tahunan.

2.2 Laporan Tingkat OPD, meliputi:

2.2.1 Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD
dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani
oleh setiap OPD Triwulanan,;

2.2.2 Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD
dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang
ditangani oleh setiap OPD Tahunan.

2.3 Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
2.3.1 Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah Triwulanan;
2.3.2 Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat
Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Contoh bentuk laporan
disajikan dalam Lampiran 3.

Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit
kepatuhan internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan
pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang
disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah. Contoh bentuk laporan disajikan dalam
Lampiran 3.
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CONTOH

REKAPITULASL HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

| LAMPIRAN II |

Foem 1a

Pemda Pemkab XY ZTrovins ABC
NO. PERTANYAAN /KUESIONER | AAWARAR RESCONDEN (R) EIEEEUHL&}E_
i b & d
A | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI
| T | Tegawal mendapatian pesan integritas & nilaietkasecara | 2 [ T3 [ 3323 | 7]
rutin dari pimpinan instansi {Misalnva keteladanan, pesan Memadai
. morvaldll) i 1 .
I | Temda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, | 3 | 3 I I T
pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) vang telah Memadai
dikomunikasikan kepada seluruh pegaswai
3 | Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi vang L i) 3|33 T
melavani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan Memadai
periaku/ kode etik
4 | Pelanggaran aturan perilaku/ kode etk telah| 3 4 2 3 3 2 N
| dindaklagus N
B | KOMITMEN TERHADAF KOMPETENSI MEMADAIL
1 Stanclar kompelensi setiap pegawal/ posisi jabatan telah 3 4 2 3 2 3 Memacai
ditentukan
2| Pegawai vang kompeten telah secara tepat mengisi a3 3|33 ot
posisi/ jabatan Memardar
3| Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi 2| 3 20 3| 3| 3 o T
. - - BT 1
peningkatan kompetensi pegawai
4 | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, balk 3| 3 |3 |2 3
pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara Memadai
berkala.
C | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF KURANG MEMAIDYAI
1 | Timpinan tu]nl} mf.-net.apkan kebijakan pcnge[uhz!n risiko 2| 3 212123 Kitcany Mernsetad
vang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko
2 | Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan 3| 3|3 4] 3| 3
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan Memadai
keputusan
3 | Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan 2 3 il 3 il 2
anggota organsasi untuk berani mengungkapkan ristko Mermaddai
dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan )
risiko/ masalah
4 | Gava pimpinan dapat mendorong pegawai untuk 3 4 3 3 3 3 Menads
menimgkatkan kinerja Faa
3 | Pimpinan menetapkan Sasaran strategis vang selaras |3l 3| a] 3|3 Momarai
dengan visi dan misi Pemda
6 | Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke 3|3 i)l 4 3] 3 Mermadai
dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD
R Rn.ncan,a stra_tu:gis dar[fi'crmna k_rcr!a. ]:a.md;_ttla.h AN N N Kumg_M:mwda.; -------
m::n}-'aukan informasi mengemnal risiko
ER Punpmm I:lu-r-|-:||:ran serta dan mq:ngikul:i::-r-iél-}-:-a“l-{-]-:s;.:jahat 2333z B
. - .. Memacdai
dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko
| D | PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAT DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI |
1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja 3 3 3 4 4 3 Memadai
yang tepat
I | Masing-masing pihak dalam organisasi telah mempercleh | 2 | 3 L I O
kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab Memacdai
masing-masing dalam pengelolaan risiko
3 | Pegawai vang bertugas di OPD) merupakan pegawaitetap| 2 | 3 il 4143 Memadai

dan bukan pegawat yang bersifat adloe (sementara)




TAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN

MO PERTANYAAN /KUESIONER W[ [ [ [ @ | [woin] KUOSIONER CEE |
A b ¢ d
Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan 3| 4 il 3] 4 N
pelaksanaan peran dan langgung jawab masing-masing Memadai
dalam pengelolaan risiko
E | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWARB YANG TEPAT MEMADAIL
I Foriteria pendelegasian wewenang telah ditentukandengan] 3 | 4 | 3 | 4 | 3| 2 | 3 g
S - B O . st U
2 | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab |43 al3| 3|3
3 Memacial
dilaksanakan secara tepat
| 3 | Kewenangan direviu secara periodilk 213313131213 | Memadai |
PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN KURANG MEMADAI
|| SUMBER DAYAMANUSIA e ; o o ol
1| Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedurpengelolaan] 2 | 3 | 2 | 3 | 3| 3 | 3
SO yang lengkap (sejak rekrutmen sampai Memadai
dengan pemberhentian pegawai)
I | Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan zl3gz]slagz]s TR
SO telah dilakukan dengan baik
E Lr:l&c'n.ti!‘ pegawai telah sesuai dengan langpungjawabdan | 3 | 4 | 3 | 1| 4| 3| 3 Memadal
inerja
4 | Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko 21322322 | KaangMemadai
Adanya pemberian reward dan/atau prenisinnent atas 2132l z]|ae)]3]2
pengelolaan risiko (Misalnva mem pertimbangkan ! i :
pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian iz Mecided
kinerja)
K l'erdapat evaluasi kmo_:;j;;ciam'aL dan telah 232|253 2 5 .
dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan g Doy
7 | Instansi telah mengalokasikan anggaran vang zlajz]|]3]z2pe : ;
memadai untuk pengembangan SOM Km'mg
G | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF MEMADAI
1 | Tnspektorat Dacrah melakukan reviu akas efisiensi/ I3 3] 4] 3] 3|3
efektivitas pelaksanaan setiap urusan/ program Secara Memadai
periodik
3 - 3 -
2 | Imspektorat Dasrah rne]akukan reviu atas kepatuhan |3l 3|3s]|3]3]s3 P
hukum dan aturan lainnyva
| Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi 2123|313 il s Nl
penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP s
4 "’fH'J telah melaksanakan pengawasan berbasis 3133l s|s]als -
T b VRN aesl s T VO SO0 VORR TN SO N il c e
== X : =
5 Ialamuan da‘!l s:ﬂran,.-’rnkomc'ndas: pengawasan AP telah 3|3 3|3x]3]als Memadal
ditindaklanjuti
| H | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN TNSTANSI PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI
L Mubungan kerja vang baik dengan instansi/organtsasilam| 3 | 3 | 3 | 3 | 3| 3| 3
R : . Memada:
yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun
- 2| Hubungan kerja yang baik dengan instansiyang terkait | 3 [ 3 [ 3 [ 4|3 3|3 |
atas fungsi pengawasan/ pemeriksaan (imspektorat, BPKF, Memadai
dan BPK) telah terbangun
Keterangan:
Kiolom ¢ diis dﬂng.m 'thahnn n:-e:prmd:-n
Ket Jawaban;

1 : Tidak Setuju/Belum ada) belum dibangun

2 : Kurang Setuju/ Telah dibangun/ diteraphan, akan tetapl belum konsisten

3 1 Betwjuy/ Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa diingkatkan

4 : Bangat Setuju/Sudah dibangun atau dm.-rn-pk.:.n drnﬁ.‘ln baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d'.'gl.l.-; dengan simpulan hasil penilaian ingkungan pengendatian tap pertanyaan dan kesimpulan dap sub unsur lngkungan pengendalian

Blisal:
kesimpulan tap pertanyaan :
"Memadai®, apabila modus awaban responden adalah 3 atan 4 dan "Kurang Memada® apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2
kestmpalan sub ansur ingkungan pengendalian:
"Memadai®, a prlhih ==luruh simpulan I!i.:p pertanyaan pada sub uresar tersebut telah "memadai, dan 'kur:ml._l; micrmacdai” apﬂh'i[a h.'rd.'.\Fur

simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut vang “Rureng Memsdai®



Contoh CEE Berdasarkan Dokumen

Form 1.k

Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

di Pemerintah Daerah XYZE

Mama Pamds : Pemariniah Kabupatan XYZ
Tahun Peniaian 2018
Linusan Pamanntahan : Unusan Wajik Pelayanan Dasar Bidang Hasahatan
Mo, Sumber data Uraian Kelemahan Klasifikasi
a b C e
1 |Media masza - Banyak terjadi pencopotan/mutazi pejabat daerah karena Penegakan integritas dan nilai etika
tersangkut kaszus hukum
-Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompelensi dan Eomitmen terhadap kompetensi
pengalaman
2 |LHP BI'K Mo, Xxx tanggal |=Pemerintah Kabupaten XY 2 belum memiliki strategi dalam Penyusunan dan penerapan kebiajakan vang
xxx lentang Hasil pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas sehal tentang pembinaan S
Pemeriksaan BPE atas
Efektivitas Pengelolaan -Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di Komitmen terhadap kompetensi
Sumber Dava Kesehatan  |ESUD Kabupaten X2 belum memenubi kebutuhan akan
JEM pemberian pelavanan kesehatan di Era JKN
Pemenuban tenaga keschatan di RSUD Kabupaten XYZ belum  |Penyusunan dan penerapan kebiajakn vang
memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayvanan |sehat tentang pembinaan SDM
kesehatan
SK Inspektur Mo, Xxx Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas Peran APIP yang efeltif
3 [tanggzal xxx tentang PEFT | penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis
Inspektorat
LHT BI'K Mo, Xxx tanggal |-Pelayanan pasien BP|S di Kabupaten XYZ belum optimal dan
4 [0 tentang FHasd] terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan Kepemimpinan yang kondusif

Pemeriksaan atas Kinerja
]’r:-m'elenl:g;a:aan JEM

sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek
Diokter

b Klasifikasi ]'.!r'rm.'l.::ul.:l beami mEngguna kan sub ursur ].in_g-_]-:ungnn I'rnl::,r':ﬂu[iun dalam PP 60 Taluam 2044,

Eaeterangan :
Eolom a diisi dengan nomor urut

Eelom b dissi dengan sumber data

Kolom o diisi drnﬁnn wraian kelemahan ;iil-:.a berdasarkan data Vang ada M kan kelemahan, atau
Foelom d diksl dengan urakan kekuatan fika berdasarkan data vang ada merupakan keluatan
Kolom e diisi dengan klasifikasi kebemahan/ kekuatan sesuai sub ursur pada lingkungan pengendalian



Cantah

Simpulan Swrvel Persepsi atas Lingkungan Fengendalian Infern

Fenverintah Draerah X¥ £

Form 1

[Flama Pemada : Pemanniah Kabupalen X2
Tahun Pendaian D208
Hasil Rewiu Dokiumisn Hasil Sorvei Persepsi
M Sl urer Al —uw T raian Sampadan Peniulasan
L] b © d ] T [ ] h
1 Penagakan infegritas dan  [Kurang Baryak lerjadi periopatan'mulasi peabs |[Memads Hurarg Barmgek terqadi pencopolacfmat e pejabat
rilal etika Kemada daerah karema tersanghut kasus hukum Memadai dacrah karena temanghut kasus hukem
2 Komamen tehadap Kurarg Pegawss belum ditesnpatkan sesuai dengan | Memada Eurang Pegawai belum ditempatkan sesuz dengan
kampeten Mamadsd kempetansi dan pergalaman Mempdai kampetersi dan pengal aman
Kualifikasi dan kompetensi Dober sema walifikasi dam kompetensi Dokber sesta teraga
terags kasehstan & REUD Kabuga ten K¥2 keselatan di READ Kibupaten XYT Bslum
beam meemeenuhi kebutshan akan mememhi ketuturan akan pemiberian pelayanan
pemberian pelayanan kesehatan o Era BN hescratan di Era JKN
|5 Kuring Puligasan pasien BPRIS di Kabugaten K97 Kurang - Pimpinan belum menetaghan Eurarg ifan belum menelaphan kebijakans
Memadas  |belum optimal dan fercapat reguiasi Dimas | Memad | peng m ko yang |Memadai pengelolasn risiso wang memberikan kejelasan
Eesehatan Kabupaten X2 tidak berjalan membesikan keelasan arah arah pengelolaan risiks
bagsimana v oty ketertug pergekdann risikn - Nencany sirategis don rencana kerjs pemd
Puskesmas belum sepenuhnyg memgedskan Rencana stratedls dan rencana belum menyajkan informas mengenal risko
selunch kabucuban Tamasi unnsk mandukueg kijin ekt bedum manyajikan Pelayunan paseen BPS di Kabupaten 977 Belusm
pelegeran keschatan secara memads imformasi mengeral risiko optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesshatan
Kabupaten XVE tidak berjalan sebagaimana
mestings yortu ketentusn mengeni proakik
Cokter
a Strukur organisas sanm| - Mamada |- Memadal
kbiaruan
[s [Pendeegusion wirmmnary B armads |- Menaclai
dan tanggung [wab yang
Tapat
1 Pernyusunsn dim Penecsgan| Kurang Pumenntab Ksbupaten 57 balum m!mlmi Kurang |- Pemda belum mengidemalias  ||Gurarg - Prmda belum mengicernalisas budaya sadar
Kehijak%an yang Sehat Memada  |strategi dalam pemenuan dan Mizmada | budaya sadar risiko Memadai ko
tentang Pambinaan SR andistribusion 500 kesebatan di Puskasmas - Brlus terdapat perEscan - Bekurn terdapat gambarian sewad danfatau
Femenuran tenaga kesehatan di R5UD reword danfatau pumichment atas punishment atas pergelolaan risiko |isalma
Eabupaten ¥¥3 belum memperha tikan pergelokian risike |Maaing mampemimbanglan perianggungiawaban
Ringkat kebatphan dalam permisran mamgedimbangkan pergelalaan risiko dalam pesdlaisn kneral
pelagaran kesehatan petargRunglrwaban pengelolaan Evaluasi kinera pegawai belum dipertimbang kan
rikika dalien panilsan kinerjs) difam parhitungen penghasilin
- Uvaluasi kinerja pegaws belum - angparan pengembangan S0M bebham memadal
dipertimibangian dalam perhitunga Pemerintah Ebupates 52 bolusn memnilib
penghasilan strategi dalam pemenchen dan pendstribusisn
anggaran pengembangan SORA SDf kesehatan o Puskesmas
b s el i Pesemshian teraga keshatan & RSUD Kabupates
WYL belum e perhatiban tinglat kebubohan
dalam pembenian pelayanan keehatan
T |Permajudan peran Kurnrg | inspokicran Danh b lkruicars auskt | Mamads furarg Ins ekt oral Dutrah bl eosakekan audit ks
vang efektif Memada  |krena atas perypel enggaraan urusan Memadal atas perpelengg wusan keseh, dalam
leasahatan dalam tnghat serategis nAgkal $rategdis
|8 Fuburgan Ezra yang Balk Memada Memadal
dengan InsLansi
Pemerintah Terkait
KEterangan:

Kokom a dits dangan nomos uut

Kolom b diti dengan sub wnsur pads lingkungen pengendalian

Kolom ¢ diisl dergan smgulan pendaian awel (1L berdasarkar dokumien

Kokom d dirsi dengan uraisn smpulan pendaian awed CEL berdasarkan documen
Kobom & diisi dengan simpalan hasd surved persepsi

Kk § chisi dingan ursian simpulsn sesusi basil suri e

kokom g ditsi dengan simpulan sesua hasil penilaian awal dan sunsei persepsi, jika hasil antara penilalzn awal dan suresl persepsi bertentangan, maka lzkukan perdalaman atau lakokan professional
Juditrtie unuk memicgd Kanimga
Kakorm b difsi dangan uraian kalemahan




Form 2a
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Mama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
(2018
:Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Sumber Data

RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023

Tujuan Strategis RPJMD

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemernintahan
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat

Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi

Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi
Tujuan 2 4 Menurunnya risiko bencana

Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
Tuivan 4.2 Meninakatnva pemerataan ekonomi

Penetapan konteks
Risiko Strategis Pemda

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Nama Dinas Terkait

Dinas Kesehatan

RSUD Kabupaten XYZ

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KE)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran RPJMD

Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat

Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten XYZ2
Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi

IKU Sasaran RPJMD

Usia Harapan Hidup adalah ditetentukan jumlah kematian bayi, jika angka
kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.

Prioritas pembangunan
dan program unggulan

Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan, Sasaran, IKU
yang akan dilakukan
penilaian risiko

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak

Kabupaten XYZ, September 2018
Bupati XYZ




Form 2.b
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian :2018

Periode vang dinilai  Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

OPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan

Sumber Data Fancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. Meningkatnya Keselamatan lbu, Bayi, Anak dan Reproduksi
Sasaran Strateqis 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.

KU Renstra OPD IKU 2023
Angka Kematian lbu Melahirkan Par 100.000 Kelahiran Hidup 57
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup 3.2
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup 16
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang 100
memiliki Kompetensi Kebidanan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada
IKU Lansia Belum ada
IKU Gizi Belum ada
IKL Kesehatan Reproduksi Belum ada

Informasi lain -

Tujuan, Sasaran, IKU
yang akan dilakukan
penilaian risiko

Tujuan Strategis :
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis:
Meningkatnya Keselamatan lbu, Bayi, Anak dan Reproduksi

IKU Strategis:
- Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100,000 Kelahiran Hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup”

Dst

Kabupaten XYZ. ... September 2018
Kepala Dinas Kesehatan




CONTOH Form 2.c
PEMETAPAN KONTEKS RISIHO OPERASIONAL OPD

3
Marma Pemda
Tahun Panilaian
Periode yang dinilai

Urusan Pamerintahan : Uresan Wagb Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

OPD yang Dénilai

Pemenntah Kota X2, Provinsi ABC
L2018
: Pericde RPJMD Tahun 2018-2023

: Dinas Kesahatan

Sumber Data

ija Dines Kesehaian Tahun 2018

Tujuan Siraiegis

Hﬂrnlnqhatkan deragiat kesshatan masyarakat

: 1. Program Upaya Kesshalan Masyarakat
Program Dines Kesshatan s
(Renja 2018) dan Kegiatan 2. Program Perbalkan Giz Masyarakal

3, Program Peningkatan Pelayanan Kesehalan Anak Balita

Ltama . Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak
1. Jaminan Perzalinan (DAK NON FISIK) 7455 ibu hamil
2 Partemuan ANC Terpadu 30 orang peserta
3. Bosialisasi pendampingan ibu hamil resiko finggi dalam penggunaan !
Buku KLA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor 50 orang pasera
ekstemal
Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli
Haluaran/Hasil Kegiatan T e 50 Grari pessite
20 orang peseria
Pelatihan panjaringan uniuk sekolah lanjutan 1 K15

Program, Keglatan, dan
Helusran/Hasil Kegistan
yang akan dilakukan
penitatan rislko

Frogram Peningkatan Kesalamatan bu Melahirkan dan Anak Kegiatan Jaminan Persalinan
(DAK NON FISIK) Keluaran/Hasi Kegiatan:

|1 Terbayarkanya Jaminan

12, Terlaksarya Kegiatan

Kabupaten XYZ,..... Seplember 2018
Kepala Dinas Kesehatan




Contoh Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Form 3.4

Mama Pemda

Mama OPD

Tahun Penilaian
Pariode yang dinilai
Urugan Pemerintahan

- Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

: Dinas Kesehatan

C2018

: Pericde RPJMD (Thun 20193-2023)

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Indikato Risiko Sebab Dampak
S R Kln:rrja Uraian :i:::n Pemilik Uraian Sumber e Uralan Pihak yang Terkena
a b c d ¢ f g h i ] k
Tujuan Strategis Pemda 1:
Meningkalkan derajal
kesehatan masyarakat
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya  |Usia Fenerapan Perilaku Hidup RSP.1 |Kepala |Belum tersedianya Internal C 1. Angka kejadian Penyakit|Kepala Daerah
kualitas kesahatan Harapan |Bersih Sehat (PHBS) rendah (2.01.02|Daerah |Sanitasi Tolal Berbasis Tidak Menular {(FTM) inggi |Masyarakat
rasyarakat Hidup 01 Masyvarakat (STEM) 2. Angka kejadian Penyakit| OPD Terkait
(Tidak termasuk priaritas Menular tinggi
anggaran) 3. Angka sfunting lingai
Palayanan kesehatan belum |RSP.1 |Kepala |1.Sarana prasarana Internal C  |AKltinggi Kepala Daerah
maemwnubi SPM Bidang 9.01.02|Daerab |belum memadai AKB tinggl Masyarakat
Kesehatan o1 (Puskesmas PONED fidak Akaba QPD Terkait
tarsadia,) Peningkatan kasus gizi
Z. Jumlah tenaga buruk
kesehatan belum Kasus HIV meningkat
memadai Kasus TB meningkat
(Tenaga laboraterium, Angka kejadian Penyakit
doklar, lenaga kesshatan) Tidak Menular {FTM) inggi
Angka kejadian Penyakit
Menular tinggi
Angka slurting Lnga
Keterangan:

Kolom a dilsi dengan nomor urat

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam EPJMD/ Eenstra
Kalom ¢ disd dengan indikator kinetja tupuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiva vang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Koede risiko

Kaolom fdiisi dengan Pemilik risiko, pihak funit vang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penvebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Mo, Money, Method, Machine , dan Maderial
Kolom h disi dengan sumber risiko {eksternal/ internal)

Kolom i dilsi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kaolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja,

'R.ci:lu tasi dam Huk im

Kolom k diisi dengan pihak /unit vang menderita,/ terkena dampak jika risike benar-benar terjadi




Form 3.b

Contoh Formulir Kertas Kerja
Idantifikasi Ris ko Strategls OFD
HNama Pamda - Pemerintah Kabupaten XYZ, Provingl ABC
Nama OFD - Dinas Kesahatan
Tahuin Penilaian 2B
Perinde yang dinilai : Peripde Renstra (Tabun 2018-2023)
Tujuan Sirategis : Meningkatkan derajat kesahatan masyarakat
Urusan Pamerinkshan - Urusan Waijib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
OFD yang Dinllal Dinas Kasahatan
Risiko Sebab Dampak
He TujuanSasaran Strategls Ik ator Kinerja Uralan :::u Famiik Urslen Swmber cuc Ursian F.Irl:thm
o na
a b [ d [] f a h i i k
Tujuan: Meningkatkan darajal
kesahatan masyarakat
Sasaran Slalegis OPD. 1. Angka Hemalian Bu Penggunaan layanan kesshatan  |[RE0.18. [Kepala Kurangnya Sosialisasi Kesshatan Initesrrnal [ I hariil lilak mengelahui [Dinkes
Maningkainya Keselamasan B, [Malahirkan Par 100,000 randah 02 02,01 | inas Keleribatan linlas program lintas prosadur pelayanan dan  |RSUD
Eayi, Amak dan Reproduksi Kelahiran Hidup [Persalinan lidak dilakukan pada Kesahalan  [sekior [Posyandu, RTRW, Lural, tanda-tanda bahaya Masyarakal
faskns, kunjungan ibu hamil tidak Kecamatan, OPD terkait) rendah kehamilan
2. Angka Kamatan Sayl (AKB) [leratur)
Per 1000 Kelahiran Hidup
Kualitas palayanan AR tinas R50.1%, [Kepala Kompeiensi enaga kesehatan Intemal [S Kapuasan masyarakat Dinkes
3. Angka Kamatan Balita seaual SPM Kesehatan 02.02.02|Dinas tentang AFM (bidan, dokiar) rendat REUD
(AkaBa) Per 1000 Kelahiran Kesshatan |mendah kualitas dan efekivitas Mazyarakas
Hidug | TantangS0IDTH MTES, nea natal pelayanan randah
esansial i
4. Cakupan Perolngan Sarana pandukung ANG kurang [R50, [Kepala - Alat pendukung ANG tidek Intemal [« Kualifas dan alekiivitas Dinkes
Persalinan olah Tanags mermadai 202,03 | Dinas dikalibrasi pelayanan randah REUD
K sehatan yang memiliki Kesahatan |- Regen dan alat pandukung ANC Kepuasan masyarakat Masyarakas
Kompatans Kabidanan urang rendah
5. Cakupan Pelayanan Miutasi [enaga kesehawan weralh | |Ro0.18, Kepala Sigiem kepagawalan Intemial UC  |Kualiflas dan efekiivitas Dinkes
Kesehatan Bayi (2 02.04|Dinas pelayanan rendah REUD
Kegahalan Keplagan masyarakat Wasyarakal
rendab
Keterangan:

Felom a dilsi dengan memor writ
Kolom b diisi dengan tujuan strategis wrusan wajib sebagai mana tercantum dalam RFIMD/ Renstra
Kolem o diisi du-ng..'m indikater klml:rj.'u Tjuan t.1r.'|h-gil.

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa vang merupakan rsikae
Koelom ¢ diisi dengan Kode risiko
Kolom § diisi dengan Pemilik risiko, pihak funit yang bertanggung jawaby’ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolem g diksi dengan penyebab timbulnva risike. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risike bisa dikategorikan ke dalam @ Man, Morey, Methad, Machine | dam Moteria'

Kolom h diisi dengan sumber risiko (ekesternal f internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan peryvebab risiko, atan U jika unit kerja tidak mampu mengendalkan risiko
Kailom j diisd dengan uraian akibal vang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi Untuk seem permudah identifikas dampak risiko, dampalk risiko bisa diketegorikan ke dalam: Keuangan, Kirerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k disi dengan pihak funit yvang menderita Sterkena dampak jika risiko benar-benar terjadi




Farm 34
Conteh Farmulir Kertas Kerja
ldemifikasi Rislko Operasional OFD
Marma Pemda  Pamerinlah Kabupatan XYZ Proving ABC
Mama OPD : Dinas Kesehatan
Tahur Penilalan 12018
Periode yang dinilai L3019
Tujuan Stratagis  Menngkatkan darajat kesehatan masyarakat
Sasaran stratagis OPD  Meningkatcan derajat kesehatan masyarakat
Unusan Pemerintbian : Urusan Waijib Prlayanan Dasar Bidang Keschasan
QPO wang Dinitai : Dings Kazsehatan
Risiko Seba Dampak®
Ho Kegiatan L — Kode — ciuc B Finak yang
Keluaran Tahap Uralan Risiho Permilik Uraian Sumber Uraian Tarksna
a b c d [ f [] h i i k ]
Jaminan Farsalinan (DA Tarbayar- [Peranggungiawaban  |Fartanggunajawaban tidak tepat R0, 1402, [Kapala Dinas Barkas dokumantasi pasien Ekstarnal MG |Pambayaran tidak dapat sagera [Kepa'a Derah
MO FIZIK]) karnya wakili 0:2.01 Keagahatan' Kepala teflamibat dilengkapi aleh rurmak | direalizasikan Fourrah sakit
Jaminan Bidang Kesmas Iiw Masyarakat
Penatausabhaan Fengadminisirasian lidak lepal waklu [ROOD.19.02_|Kepala Dinas Berkas dakumenlasi pasien [Eksterna| UG Fernbayaran idak dapal ssgera |Kepa'a Derah
202 Kasahatan Kapala terlambat dilangkapi aleh rumah I diraalisasikan Rumah sakit
Bidang Kesmas aakit Mazyarakat
Pelaporan Laparan Reallsasl Keuangan R0 1802 |Kapala Dinas Rumah Sakit (RS . ¥unus) Eksterna| UG |Dans DAK Triwulan bankuinya |Kepa'a Derah
Triwulan: Kesdlitan mengurmaiilkan 0203 Hegahalan Kepala menyampaikan Klaim Gdak lengkap || lidak disalurkan aleh Kemenkeu |Rumah sakil
adminisirasi syaral pancairan, yait Bidang Kesmas Masyarakalt
kelengkapan klaim. barupa
dokumentasi
Femaniauan den Hagagalan mengidenliikas! RO0,18.02 [Kapala Dinas Evaluas dilakukan terbalas pads ntarmal [+] Angoaran Jampersal idak Hinas Kesahalan
mvaluasi pemasalahan 02 .0 Kesshalan Kepala oulput (jurniah bumil miskin yang I=rserap 100%
Bidang Kesmas belum mampunyal jaminan
kegahalan lainnya krayani
Fermbrerian Layanan Terlaksanan |Perencanaan Draba Ibu hamdl miskin yang belum RO0.19.02_(Kepala Dinas Furangmya koordinasi denpan Dinas |ntermal [ Parencanaan kurang lepat Fepata Derah
va Kagiatan memiliki jaminan kesehatan lainnya |02 05 Kasahatan Kapala 1Sosial Rumah sakii
dafi kecamatan dan kelurahan belum Bidang Kesmas Magyarakat
wda
. RO 14902 [Kepala Dinas Tidak ada dalabase Intarnal [ Trrhambatnya pelayanan Kepala Derah
E’D';'"mg’" kebutuhan dana Sdak ) g Kesshalan Kepala Rurnah sakit
Bidang Kesmas Masyarakal
Pelaksanaan Adanya pasien yang masih R0, 1802 |Kapala Dinas Tidak ada dalahase ntarnal [# Rendannya kapuasan Kepala Darah
dikenakan blaya olah RSBdan 0z.07 Heagahalan Kapala sy arakal Furrah sakil
[courbie claim ) Bidang Kasmas Masyarakat
Pelaksansan Proses cross check dals dengan RO0.19.02_(Kepala Dinas Furangnyas koordinasi termal [+ Terhambalnys pelavanan Fepals Derah
BPJS dan Jamkaskod vang 02 .08 Kasahatan' Kapala Rumah sakit
membubitkan vaki Bma Bidang Kesmas Indagvarakal |

Keterangan
Kalam a disi dengan nomor urat

Kalom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiotan, dan sasaran keglatan sebagaimana tercantum dalam REKA SKFD
Kalom ¢ diisi dengan indikator kinerja bujean ' sassran kegiatan
Kalom d dilsi dfn"u.n taha pan kug'.a tam

Kokm e disi dengan uradan peristiwa vang merupakan risiko

Kalom £ diisi dengan Kode risiko

Kakor g diisi dengan Pemifik risiko, pthak funit vang bertanggung jawaly berkepentingan untuk mengelola risiko

Kalam b diisi dengan penyebab timbulnva risiko, Untuk mempermudah identifixasi sebab risiko, sebab risiko  bisa dikategorikan ke dalam : Mo, Mosey, ©edhod, Mochine , dan Materil
Eakom i dissi dc,-ng,.'un sumber rlsiko (ekesternal Sinternal)
Kok j disi dengan C, jgka unik kerga mampu untuk mengendalikan penyebab resike, atao UC pka umat kerja tidak mampao menpendslikan penyebab risiks
Kaolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar tenadi. Untuk mempermuadah identifikasi dampak rsike, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kevangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kakorm | dissi dengan pibak/unit yang menderita/terkena dampak jiko risiko benar-benar terjadi



Contoh Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Farm 4

Mama Pamda

Tahun Pendlalan
Tujuan Strategis
Lirusan Pemariniahan

: Pamarintah Kabupaten XYZ, Proving| ABC

: 2018

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Analisis Risiko
Mo, “Risike” yang Teridentifikasi Kode Risiko Skala Skala Skala
Dampak®) | Kemungkinan *) Risiko
a b [ d ] f=due
I|Risiko Strategis
1|Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehal (PHES) rendah RSF.18.01.01.01 a 3 g
2|Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan RSP, 19.01.01.02 4 4 16
ll|Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan
1 F"en-ggl{nsan. Ia:.lsn.an kesehatan rendah . . - REDAB.04.05.03 4 L] 12
(Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil fidak teratur]
2|Kualitas pelayanan AP tidak sesuai SPM Kesshatan RS 10.01.06.00 4 4 16
3|Sarana pendukung AMC kurang memadai R50.18.01.05.04 4 2 8
4|Mulasi lenaga kesehatan terlatih REO.19.01.05.10 4 3 12
lll[Rigiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan
1|Data Tbu hamil miskin yang Belum memilk [aminan kesehatan lainnya dan |Roo. 180108 0z 4 4 16
kecamatan dan kelurahan belum ada
2|Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat RO 12.01.05.03 2 2 4
3[Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskol yang membubuhkan |RO0. 1201 0508 3 2 ]
|__{wakly [ama
4 . RGO 19010508 3 1 3
Agdanya pasien yang masih dikenakan biava oleh RS/Bidan (double elaim )
5|Peranggungjawaban tidak tepat wakiu ROO.15.01,05.10 4 3 12
G| Pengadministrasian tidak lepat wakiy ROO.12.01.08.11 4 2 B
7 |Laporan Realisasi Kevangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan R 19.01.05.12 4 2 &
adminisirasi syarat pencairan, yaitu kelemgkapan klaim, berupa
dokumentasi
B|Kegagalan mengidentifikasi permasalahan RGO 180010513 4 3 12

Keterangan:

Kelom a disi dengan nomor urut

Kelom b diisi dengan risiko vang teridentifikasi sesuai lampiran fa dan 6k
Kelom o diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan &b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Koelom e disi dengan skala kernungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kernungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom [ diisi demgan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan



Farm 5
Contoh Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas
[Hama Pamaa : Pamarintah Kabupatan XYZ, Provinsl ABC
Tahun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Uruesan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Skala | Pamilik
Ho Risikeo Prioritas Kode Risiko Ristho | Rislko Penyebab Dampak
a_| b © d L f q
I|Risiko Strategis
1|Pelayanan kesehatan balum RSP.19.01.01.02 9 Kepala |1.Sarana prasarana belum AR lingan
memenuhi SPM Bidang Kesehatan Daerah |memadai AKE tinggi
[Puskesmas PONED lidak Akaba
tersedia ) Peningkatan kasus gizi buruk
2. Jumlah tenaga kesehatan  |Kasus HIV meningkat
belum maemadai Hasus TB meningkal

(Tenaga laboratarium,

Angka kejadian Penyakit Tidak
Manular (PTM) tinggi

Angka kejadian Penyakit
Manular linggi

Anoka shenfing ngai

Risiko Strategis OPD 1

—_

Sarana perdukung ANC Kurang
memadai

R50.19.01.05,03 16 Kepala
Dings

= &dal pendukung ANC tidak
dikalibrasi

- Ragan dan alat pendukung
AMC kurang

- Tenaga laboratorium di
Puskesmas kurang

Kualitas palayanan ANC lidak
sasua SPM kesahatan

Risiko Operasional OPD 1: Dinas
Kesehatan

gy

Data b hamil miskin yang belum
memiliki jaminan kesehatan lainnya
dari kecamatan dan kelurahan
brelum ada

RO, 1801 ,05.02 16 [Kepala
Bidang

Kurangnya koordinasi dengan
Dinas Sosial

Perencanaan kurang lepat

Keterangan

Kelom a disd dengan nomer wrat
Kalom b diisi dengan risiko prioritas
Kelom ¢ ditsi dengan kode risike

Kelom d dilsi dengan skala risiko (seswai Lampiran 7)

Kolom e disi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran $a dan 6b
Kelom § duisi dengan penvebab sesuai Lampiran aa dan gb
Kelom g diisi dengan dampak sesuai dengan Larnpiran Ga dan &b



Form 6
Contoh Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
Mama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupatan XYZ
Tahun Penilaian ; 2018
Kondisi Lingkungan Pengandalian Rencana Tindak Perbaikan
it yang Kurang Memadai Lingkungan Pengendalian Ay s e L L L
a b [ d ]
1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1|'Banyak leqad] pencopatanmutas: Analisizkajian kelemahan Inspekiorat Trwulan 11 2019
pejebat dasrah karena tersangkut kasus |pengendalian kepatuhan hukum
hukum
L] Komitmen Terhadap Kompatensi
1 |Pegawai belum dilempalkan sesual Penyusunan peta kempetensi dan  |BKPSDM Triveulan 111 2019
dengan kompetansi dan pengalaman paaikan SOF penempatan
pagawai
2 | Kualifikasi dan Kompetensi Dokler seda | Rekrutmen dokier dan tenaga Dinas kaschatan Triwulan 11 20149
tenaga kesehatan di REUD Kabupaten  |kesehatan
XY Z belum memenuhl kebutuhan akan
pemberan pelayanan kesehatan di Era
JEM
Il [Kepemimpinan yang kondusif
1 |Fimpinan belum menatapkan kebjakan |Penyusunan kebljakan pengelolaan |Sekda Trewulan | 2019
pengelolaan risko rsiko
2 |Rencana stralegis dan rencana kerja Panilaian risko rencana strategis Sekda, BPPD Trwulan | 2019
pemda bekim menyajikan informasi dan rencana kera
mengenal nsko
3|Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten |Ewsluasi pembenan layanan dan Inspekiorat Trwulan | 2019
X¥Z balum optimal dan terdapat requlasi |kepatuhan regulasi
Dinas Keschatan Kabupaten XYZ tidak
beralan sebagaimana mestinya paitu
ketentuan mengenal praktik Dokter
I¥|Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
1[Pemda belm mengintemalisasi budaya |Sosialisas budaya rgko pada setiap |Sekda Seliap bulan
sadar fsiko rapat bulanan
2|Belum terdapat pemberian mwand Kajan rancangan pembenan reward (BKPSOM Trwulan | 2019
danfatau punishment atas pengalkxlaan |daniatau punishmant atas
risika pangelnlaan risiko
3 |Evaluasi kinerfa pegawai belum Kagan mncangan pamilungan hasil |BKPSDM Triwulan | 2019
dipertimbangkan dalam pemitungan kinera terhadap penghasian
penghasilan
4 [anggaran pengambangan SO0 belum  |Kebijakan efisiensi penggunaan BEPSDM Trwulan | 2019
rmemadai anggaran
5|Femerdntah Kabupaten XYZ belum Penyusunan sirategl pemenuhan |Dinas kesehatan Trwulan 11 2019
memiliki strategi dalam pemenuhan dan  |dan pendistibusian SDM kesehan
pendistribusian S30M kesehatan di [Rekomendasi BPK)
fi |Pamanuhan tanaga kesehatan di RSUD |Peraikan sistern Pemanuhan RSUD Kabupaten X¥Z Triwulan 11 20319
Kabupaten X¥Z balum mamparhatikan  |tenaga kesehatan di RSUD
tingkat kebuluhan dalarm pemberian Kabupalen X¥Z
pelayanan kesehatan [Rekomendasi BPK)
WV |Perwujudan Peran APIP yang Efektif
1 |Inspekioral Daerah belum melakukan Parbraikan prosedur pengawasan Inspekioral Triwulan | 2019
audil kiners atas penyelenggaraan kinerda dan penyusunan PEPT
urusan kesahatan dalam tingkat strategls |inspektorat
Keterangan

Kelom a diisi dengan namor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian vang kurang memadai
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kelom d dilsi dengan pihakf/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP




Form ¥

Contoh Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Mama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian : Z01B
Tujuan Strategis . Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan -
Pem
Kode |Uralan Pengendallan Rencana Tindak Target Waktu
No Risika Prioriias Risiko | yang Sudah Ada*} Calah Pengendalisn Pengendalian F“T“ﬂ"l;'m Penyelasaian
a b C d ] f g h
I|Risiko Strategis -
1|Pelayanan kesehatan belum REP.19.0 | S0P Pertalongan Prosedur pengendalian Rekrutmen enaga henorer |Kepala Daerah | Triwulan IV 2019
mamanuhi SPM Bidang 1.01.02 (Persalinan flidak dapat dilaksanakan kesehatan
Kesehatan
ll|Risiko Strategis Dinas
Kesehatan
1 [Sarana pendukung Ante Natal RS0 19.0| S0P Kalibrasi Alat Prosedur pengendalian Evaluas atas implementasi |Kepala Dinas Triwulan | 2012
Care (ANC) kurang memadai 1.05.03 belum dilaksanakan S0P Kalibrasi Alat
Standar Pelayanan  |Prosedur pengendalian Evaluasi atas implementasi (Kepala Dinas Triwulan [1 2018
Puskemas belum dilaksanakan Standar Pelayanan
(Permaenkas Nomor Puskemas
75 Tahum 2014)
| M[Risike Operasional Dinas
Kesehatan
1|Data ibu hamil miskin yang belum |ROO .19, [Juknis Penggunaan  |Prosedur pengendalian Evaluasi atas implementasi |Kepala Bagian | Triwulan 1 2018
memiliki jaminan kesehatan M.05.02 |DAK Non Fisik belum dilaksanakan {Permenkes Nomor 3
lainnya dari kecamatan dan (Permankas Nomor 3 Tahun 2019)
kelurahan belum ada Tahum 20149)
Keterangan

Kolom a dilsi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiks prioritas

Kolom ¢ diisl dengan kode risiko

Kolom d diisi demgan uraian pengendaliarn-pengendalian yvang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hamya nama 50P rya, Contoh S0P Pemeliharaan:
Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Eolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1] Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, narmun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
(2] Prosedur pengendalian belumy/tidak dapat dilaksanakan,

(3] Kebijakan belurm diikuti dengan prosedur baku yvang jelas,

(4]} Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasmya

Kolom f dilsi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolam g diisi dengan pihak/unit peranggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom b dilsi dengan tanget waktu penyelesalan RTP



CONTOH

PEMGEOMUNIKASIAN PENGENDALLAN VARG DIBANGCUN

e W

Fiseria Pumds : Pamarimtah Kabupaten XY

Talwin Fealialin : A0LE

Tisjiia it Strategis ! Meitingkaiban diragal KeseFatan masyan s
Urusan Peirrriniahan : Wrusan Wagb Falayanan Dagar Bidarg Kasakatan

M | Wapelanan Paspendiadlink yar g Dbt "';‘:I'ﬂ"':‘““"""'r““'l n R r— IS— B Sralluas Wakie Mg
[ 1] L d & [ | B h
Gl dilak s kain dan
} [rcas Kesehalam . } . ditmctaklanjun
. i : o a3
1 |Rakruienen naga Forornr Desahaiam Rarpal ke Bapparda RS Tribulan 1 201 Februari 2009 Phukisen ievised b pa
nicuken
Telaky dilakpra kary dam
2 E::::r:: imple = Mat Ragaly Surak Edaran Dinae Kiselulan T::LIEIUF bt Triwukin 1202 Febfuari 2009 :::;;ﬁ:‘;::'ﬁmm
ke
Talals dilakasa bodis dis
Evaluasi atas implamanias Sandar . X “al [Hnas kesehalan . . ditimedaklan|uii.
3 i 0
* |Patiayanan Puskamas Rarpaty Surat Edazan Mrae Krsetuban vk Triwulan 12012 Fubruar 2009 IR
i [ b
Telak dikakarakars dis
Ewaluasi atas implemenias (Permenkes . X “Fal MHnas keschatam . . . ditrsdaklan|uii.
§ 0
L] Homar 3 Tarun 2018) Rapat)Surat Edaran Dras Keseduban tork Triweulan 1 200% Fobruar 20% Drkumerss berups
i (ke
Eeterangan

Eolom o dilsd dengan roreor uruk

Kolom & diu dergan Kepaten fengerdaian yene Dissuhkan
Eeodoam ¢ dii sl deng o hed 3 Bentuk Sarana Fenphossan kasian
Kadom & diid dangan Perpedin Informpai

Koo i itk denigan Paraiea nloresasi

Kodom 1 glid dengan Rencarn 'Wakiy Felafcansan

Keodom § v dengan M bdaid Waklo Palaksanaen

Eodom Bl dengan Keteranga® tambaban



CONTOH

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Fosm 9

Hama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian : 1018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Rencana Waktu
q q g Bentuk/Metode Pemantauan Fenanggung Jawab Realisasi Waktu
M Kegiatan Pengendal Dibutuhkan . Pelaksanaan Keter.
“ - lan yang 1 yvang Diperlukan Pemantauan Fe Pelaksanaan angan
mankauan
a b € d e £ £
Konfirmasi persiapan dan laporan K?Pﬂm Dmiuf.- Keschatan Oktober. Movember, Oktober. Movember, N;Ium['u-rmg M]?h dilaksanakan,
1 |Rekruimen tenaga honorer kesshatan Direktur RSUT didokumentasikan, dan
pelaksanaan kegiatan Desember 2019 Desember 2019 e
didistribusikan
Kanfi i velak Kepala Dinas Kesehatan Monitoring telah dilaksanakan,
2 |Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi [ =07 @ asl priaksanaan Direktur RSUD Semester | Juni 2019 didokumentasikan, dan
Laporan pelaksanaan kegiatan e
didistribusikan
. , . _ ) Kepala Dinas Kesehatan Monitoring telah dilaksanakan,
3 Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan |Konfirmasi pelaksanaan _ Direktur RSUD Semester | Juni 2019 didokumentasikan, dan
Puskemas Laporan pelaksanaan kegiatan R
didistribusikan
. . L , !
Evaluasi atas implementasi (Fermenkes Konfirmasi pelaksanaan Kgpa_la Dinas Kesehatan . hjanMmg telah dilaksanakan
4 N 4 Tahun 2019 La ks kegi Mrektur RSUT Semester [ Juni 2015 didokumentasikan, dan
amor 3 Tahun | poran pelaksanaan kegiatan didistribusikan
Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor unt
kodom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian vang Dibutubkan
Kelom ¢ diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kodom d diisi dengan Penanggung lawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
kodom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kelom g diisi dengan Keterangan tambahan
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Lampiran III

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Tahun Kode Urusan Kode Nomaor Kode
Risiko | Pelaksanaan | wajib/pilihan | Pemda/Kode Urut
Penilaian OPD yang Risiko
Risiko menilai
RSP 25 01 01 01 RSP.25.01.01.01
RSO 25 02 05 01 RS0.25.02.05.01
ROO 25 03 25 01 RO0.25.03.25.01

Tingkat Risiko terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:
RSP = Strategis Pemda

RSO= Strategis OPD

ROO= Operasional OPD

Kode Pemda/OPD yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

Kode Nama Pemda/ OPD
OPD
01 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
02 Sekretariat Daerah
03 Sekretariat DPRD
04 Inspektorat
0s Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (DISDIKPORA)
06 Dinas Kesehatan (DINKES)
o7 Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
(0] Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
09 Dinas Sosial (DINSOS)
10 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(DISTRANSKERUKM)
11 Dinas Pertanian
12 Dinas Lingkungan Hidup, kKehutanan dan Perhubungan (DLHKP)
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil {DISDUKCAPIL)
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
15 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(DISDALDUKKRB)
16 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian [DISKOMINFOSANTIK)
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
18 Dinas kebudayaan dan Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (PERPUSARSIP)
20 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (PERIKANAN)
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DIMPERINDAG)
22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
23 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
24 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
25 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
27 Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPED)
28 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas (RSUD)
29 Kecamatan Sepang
a0 Kecamatan Mihing Raya
31 Kecamatan Kurun
32 Kecamatan Tewah
33 Kecamatan Kahayan Hulu Utara




34 Kecamatan Miri Manasa
35 Kecamatan Damang Batu
36 Kecamatan Rungan Hulu
37 Kecamatan Rungan

38 Kecamatan Rungan Barat
39 Kecamatan Manuhing

40 Kecamatan Manuhing Raya
g9 Lainnya

Kode Urusan Wajib/Pilihan sebagai berikut:

Kode Urusan Nama Urusan
Waijib/Pilihan

01 Pendidikan

02 Kesehatan

03 PU dan Tata Ruang

04 Perumahan dan Kawasan Permukiman

05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

06 Sosial

o7 Tenaga Kerja

08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

09 Pangan

10 Pertanahan

11 Lingkungan Hidup

12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

15 Perhubungan

16 Komunikasi dan informatika

17 KUK M

18 Penanaman modal

19 Kepemudaan dan olah raga

20 Statistik

21 Persandian

22 Kebudayaan

23 Perpustakaan

24 Kearsipan

25 Kelautan dan perikanan

26 Pariwisata

27 Pertanian

28 Kehutanan/Perkebunan

29 Energi dan sumber daya mineral

30 Perdagangan

31 Perindustrian

32 Transmigrasi

33 Penyusunan kebijakan dan koordinasi administrative

34 Administrasi kesekretariatan DPRD

35 Pembinaan dan pengawasan

36 Perencanaan pembangunan, litbang

37 Keuangan dan pendapatan

38 Kepegawaian dan pengembangan 50M




39 Bencana
40 Politik
99 Lainnya




Lampiran IV

CONTOH FORMAT LAPORAN

Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR)
disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat
Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan
contoh outline sebagai berikut:

II.

III.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah

Pendahuluan

A.

Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan
risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerin
tah daerah.

. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang
berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan
daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik
kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko
di pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A.

Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki
Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya
pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A.

Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah
daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan
wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai
dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional
lainnya.

Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut
risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko,
sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau
tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak
Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko
sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis
dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.
Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah
ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang
diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.



E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil iden tifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko
prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian
dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

VL

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan
agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui
keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan
pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit
Pemilik Risiko.

Lampiran (Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko,
hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko.

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan
[II,dan IIl) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit
Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko

2.1 Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan
kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit
Kepatuhan Internal, dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah
I. Pendahuluan

A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan
risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko
pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik
yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun
peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko
pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke
pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan
risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah

Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan
1/11/11/1V
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko
yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga
dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan
sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah



Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan Pengendalian terhadap risiko
yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian
mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan
risiko dan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala
atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-
hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi
kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan
RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan
RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring inijuga
dianalisis apabila dip€rlukan p€mutakhiran risiko dan RTP untuk
periode triwulan berikutnya.

V. Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan
pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan
dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko
pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan
risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah
daerah.

Lampiran - Lampiran

2.2 Pelaporan Unit Kepatuhan
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan
risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada
Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan con
toh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko
terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan
RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit
kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi
pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi
kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring Terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan
pengen dalian sesuai infrastruktur pengen dalian yang telah dibuat
serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa
pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan
secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pen
gendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pernantauan yang
diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan
pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang
terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.



D. Rekomendasi/feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala
dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis
maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang
dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran- Lampiran

2.3 Pelaporan Komite Pengelolaan
Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Qaerah
cq Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Komite Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko
terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan
dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR
kepada wunit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan
pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang
meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi
pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang
menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit
kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap
pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu
juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu
instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah
proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP
sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan
berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas
kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun
teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan
risiko pemerintah daerah kepada UPR.
Lampiran-Lampiran
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